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Hubungan dalam: (&) Uji Ppuu d Kekuasaan Kehakiman
, t
k:\\/lvvgnang;nelembag(a?wegg?ae : Bab IX UUD 1945:
Pasal 24, 24A, 24B, 24C

Mahkamah Konstitusi | Mahkamah Agung

Badan-2 lain yang fungsinya
terkait kekuasaan kehakiman — Pasal 24(3) 4-Lingkungan

Pengadilan
Tk. Banding
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Kekuasaan Kehakiman
Bab IX UUD 1945:

Mahkamah Konstitusi [°

Pasal 24, 24A, 24B, 24C

Mahkamah Agung

Rekrutmen

MA

Pengawasan Rekrutmen 4-Lingkungan

Presiden
Majelis Kehormatan mengangkat Pengadilan
Masing-2: MK, MA Tk. Banding
DPR
memilih
Komisi Yudisial Pengadilan
mengawasi perilaku hakim KY Tk. Pertama

Seleksi
&
Calonkan

Badan-2 lain yang fungsinya terkait kekuasaan kehakiman — Pasal 24(3)
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" Organisasi Peradilan
Mahkamah Konstitusi Mahkamah Agung (Pasal 24(2) UUD 1945)

Hubungan dalam: (a) Uji Ppuu di
bawah UU oleh MA; (b) Sengketa
kewenangan lembaga negara

Umum

Agama Militer TUN

Pengadilan
Tinggi

Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi
Agama Militer TUN

Pengadilan
Negeri

\ \ Termasuk

Termasuk peradilan khusus: anak, niaga, -
HAM, industrial, perikanan, pajak, tata-usaha militer
Mahkamah Syar’iyah Aceh

Pengadilan Pengadilan Pengadilan
Agama Militer TUN

Badan-badan lain yang fungsinya terkait peradilan (Pasal 24(3) UUD 1945)
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Wewenang MA & Proses peradilan

L9 "

o

. . Peradilan tingkat pertama
Kasasi Banding (Umum, Agama, TUN, Militer)

Pengadilan

Tinggi

Rehabilitasi

Sengketa Pilkada
Hasil Penghitungan Oleh
Pilkada KPUD

Peserta
Pilkada
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Wewenang MK & Proses peradilan
A

Badan-2

Ps. 24A(1)
MA uji Ppuu di bawah UU

Wewenang
Sengketa LN

Lembaga

Negara Wewenang
LN

Wewenang
Lembaga Negara
menurut UUD:
Aneka LN, banyak Pasal

lain yg
fungsinya
terkait Usul pembubaran

eradilan partai politik
o oleh Pemerintah

Partai politik

Ps. 24(3)

Pemilihan
Angg DPD
Ps. 22C (1)

Pemilihan
Angg DPR
Perselisihan atas hasil penghitungan pemilu Ps. 19(1)

Oleh KPU — Ps. 22E
Pemilihan Presiden Ps. 6A

Pemberhentian .
Presiden/Wapres DPR undang Ps. 7B Presiden

Oleh MPR Sidang Istimewa DPR menduga Pres/ Wapres
Ps. 7A MPR Wapres melanggar Ps. 7
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